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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Perkembangan perekonomian Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi 

Utara saat ini mulai membaik setelah pasca Covid 19 sehingga aktivitas yang 

dilakukan di sektor pemerintahan, perusahaan swasta bahkan di dunia pendidikan 

dari tingkat dasar sampai dengan tingkat Universitas sudah berjalan dengan 

normal. Pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara khususnya pada universitas harus 

adanya kesiapan pengetahuan dan mental untuk menghadapi dunia kerja yang 

nyata sehingga kualitas para mahasiswa yang akan mendapatkan gelar sarjana 

nantinya akan mempunyai potensi akademik yang baik.  

Universitas  Katolik De La Salle Manado merupakan salah satu institusi 

pendidikan yang mengedepankan kualitas yang mampu melahirkan mahasiswa 

agar dapat melatih kemampuan diri serta mengasah pengetahuan dalam 

menghadapi dunia kerja. Kerja Praktik merupakan salah satu mata kuliah yang 

wajib ditempuh oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa di Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Katolik De La Salle yang 

diberikan kesempatan dalam mengembangkan pengetahuan secara langsung di 

tempat kerja nyata melalui kegiatan Kerja Praktik Merdeka Belajar Kampus 

Merdeka atau MBKM. Kerja Praktik MBKM adalah program yang dicanangkan 

oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa 

untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Kerja 
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praktik MBKM terdapat  di semester 7 (tujuh) dan  sebagai syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Srata satu (S1).  

Kegiatan Kerja Praktik MBKM dilaksanakan penulis selama 16 minggu 

di kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kerja Praktik  ini bertujuan 

untuk memberikan pengalaman kerja, gambaran kepada mahasiswa tentang 

pekerjaan yang  nantinya akan didapatkan di dunia kerja dan  mahasiswa juga 

akan mengetahui pengetahuan serta keterampilan yang perlu di asah oleh 

mahasiswa. Serta menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama proses 

perkuliahan dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh)  

Inspektorat Provinsi Daerah Sulawesi Utara, beralamat di Kecamatan 

Wanea Kota Manado. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk 

berdasarkan peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang perubahan peraturan 

daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah. Lembaga teknis daerah dan lembaga lain 

Provinsi Sulawesi Utara dan peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 

2011 tentang perubahan peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 63 Tahun 

2008 Tentang uraian Tugas Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Sejalan dengan 

dasar hukum diatas, maka Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara memiliki ruang 

lingkup tugas dan pokok dan fungsi kelembagaan. Inspektorat mempunyai tugas 

pokok yaitu membantu Gubernur dalam melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di 15 Kabupaten / Kota dan pelaksanaan 

urusan pemerintah di daerah Kabupaten / Kota, selain itu Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis 
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bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal 

terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas 

penugasan dari Gubernur atau Menteri pemberian dukungan atas penyelenggaraan 

pemerintah daerah dibidang pengawasan, pelaksanaan koordinasi pencegahan 

tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, 

pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi dan pelaksanaan fungsi lain 

yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.  

Kerja Praktik dilaksanakan penulis di kantor Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara karena Inspektorat sendiri memiliki kinerja yang baik dan juga 

merupakan pengawasan internal di 15 kabupaten kota dan pengawasan pada 

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD pada  pemerintah yang ada pada 

provinsi Sulawesi Utara. Inspektorat sendiri terdapat 2 bagian jabatan yaitu 

struktural dan fungsional. Jabatan struktural terdiri dari Inspektur, Sekretaris, 

Inspektur Pembantu Wilayah (IRBAN), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 

Pengawasan, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Hukum dan 

Kepegawaian sedangkan jabatan fungsional sendiri terdiri dari Auditor. Auditor 

terbagi menjadi 4 tingkat diantaranya adalah Auditor Terampil, Auditor Muda, 

Auditor Madya dan Auditor Utama.  Penulis sendiri melakukan pekerjaan di 

kantor Inspektorat pada Bagian Keuangan. Bagian Keuangan mempunyai tugas 

menyiapkan rencana kegiatan penatausahaan keuangan dan umum, menyiapkan 

anggaran belanja untuk perjalanan dinas para Inspektur, Sekretaris dan Inspektur 

Pembantu serta para Auditor yang ada pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara.  
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Akuntansi Pemerintahan secara umum merupakan jenis akuntansi yang 

mana unit pemerintah bertugas untuk melakukan pencatatan keuangan Negara 

oleh pihak unit kerja tertentu. Selain itu, akuntansi ini juga banyak mengerjakan 

ruang lingkup pencatatan salah satunya yaitu pencatatan anggaran di seluruh unit 

pemerintahan.  

Anggaran merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai 

perencanaan dan pengendalian semua kegiatan kantor, sehingga pada bagian 

keuangan anggaran merupakan paling penting. Salah satu Anggaran Belanja 

adalah perjalanan dinas yang sangat diperlukan dalam setiap SKPD terlebih 

Inspektorat Pemerintah Provinsi.  Dimana anggaran perjalanan akan digunakan 

untuk para Inspektur, Sekretaris dan para Inspektur Pembantu Wilayah serta 

Auditor untuk melakukan kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan perjalanan 

untuk pengawasan.  Para auditor akan melakukan pengawasan di 15 Kabupaten / 

Kota dan SKPD yang ada di instansi pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi 

Utara, Auditor akan melakukan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan tentunya 

dalam melakukan pencairan anggaran perjalanan dinas membutuhkan dokumen – 

dokumen yang akan disiapkan diantaranya adalah Surat Perintah Tugas  (SPT) 

dan dokumen lainnya. Pihak – pihak yang terlibat dalam prosedur yaitu adalah 

Inspektur, Inspektur Pembantu, Auditor,Sub Bagian Umum dan Keuangan.  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul “Prosedur 

Penatausahaan Belanja Perjalanan Dinas Auditor Melalui Mekanisme 

Pembayaran Langsung pada inspektorat Provinsi Sulawesi Utara”.   
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1.2  Tujuan Kerja Praktik 

Tujuan kerja praktik terdapat 2 bagian yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus dalam melaksanakan Kerja Praktik, adapun tujuan penulis yang 

harus dicapai. 

1.2.1. Tujuan Umum  

1. Untuk melatih mahasiswa dalam beradaptasi dan menambah 

pengalaman mahasiswa dengan terjun langsung ke dunia kerja nyata.   

2. Untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan yang baru, yang belum 

pernah diperoleh pada masa perkuliahan.   

3. Untuk mengaplikasikan dan mempraktikkan teori yang didapat oleh 

mahasiswa di masa perkuliahan pada saat melakukan kerja praktik.  

4. Untuk melatih kedisiplinan dan cara mahasiswa dalam 

mempertanggungjawabkan pekerjaan yang diberikan pada saat kerja 

praktik.  

1.2.2. Tujuan Khusus  

1. Untuk mengetahui Prosedur Penatausahaan Belanja Perjalanan Dinas 

Auditor Melalui Mekanisme Pembayaran Langsung Pada Inspektorat 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara.  

2. Untuk mengetahui kegiatan pekerjaan yang ada pada Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara.   
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 1.3 Metode Kerja Praktik  

Untuk melakukan Kerja Praktik ada beberapa hal yang akan dilakukan 

oleh penulis dalam mengumpulkan data. Berikut ini adalah metode 

pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis.  

1. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian,  data – data penelitian tersebut dapat diamati 

oleh peneliti ( Bungin 2017 : 144 ). Penulis mengunakan metode ini adalah 

untuk mengumpulkan data yang dilakukan pada saat melakukan kerja 

praktik dan pengamatan mengenai pekerjaan di Inspektorat Provinsi 

Daerah Sulawesi Utara.  

2. Wawancara  

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai (Bungin 

2017 : 136). Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data 

mengenai inspektorat antara lain struktur organisasi, visi dan misi 

inspektorat serta menanyakan pekerjaan yang diberikan oleh penulis. 

Melalui proses wawancara secara langsung penulis dapat lebih memahami 

mengenai kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.  

3. Keterlibatan dalam pekerjaan  

Keterlibatan  dalam pekerjaan adalah perilaku Seorang karyawan dalam 

mengidentifikasi diri secara psikologis dengan pekerjaannya (Noor 2017 : 

100). Penulis juga terlibat dalam melakukan pekerjaan yang ada pada 
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Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya dibagian 

keuangan.  

4. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data hal – hal atau variabel yang berupa 

catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat,  

agenda, dan sebagainya (Siyoto dan Sodik,2015 : 77 – 78). Metode ini 

digunakan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan logo inspektorat atau 

bukti kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh penulis di kantor Inspektorat 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara.   

1.4 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun 

laporan kerja praktik pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara.  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bagian BAB I Pendahuluan terdapat bagian latar belakang, tujuan 

penulisan laporan kerja praktik, metode – metode yang digunakan dalam 

laporan kerja praktik, dan sistematika penulisan.  

BAB II DEKSRIPSI OBJEK KERJA PRAKTIK  

Pada bagian BAB II Deskripsi objek kerja praktik terdapat bagian 

penjelasan sejarah Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, visi dan misi dan 

arti logo pada Inspektorat, juga struktur organisasi beserta deskripsi 

pekerjaan dan lingkup kerja. 
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BAB III PEMBAHASAN  

Pada bagian BAB III Pembahasan akan menjelaskan mengenai penulis 

melakukan pekerjaan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara dan 

menjelaskan lebih rinci mengenai judul yang diambil oleh penulis dalam 

laporan kerja praktik yaitu Prosedur Penatausahaan belanja perjalanan 

dinas Auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, serta analisis 

implementasi empat mata kuliah yaitu, Sistem Pengendalian Manajemen, 

Komunikasi Bisnis, Kepemimpinan, Manajemen Strategi.  

BAB IV PENUTUP  

Pada bagian BAB IV penutup penulis akan menjelaskan mengenai 

kesimpulan laporan kerja dan saran dari penulis untuk Inspektorat Provinsi 

Sulawesi Utara yang mungkin dapat berguna untuk kedepannya.  
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BAB II 

DEKSRIPSI OBJEK KERJA PRAKTIK 

 

2.1   Sejarah Inspektorat  

Pada era sebelum reformasi politik, muatan mengenai 

pengawasan lebih difokuskan kepada pengawasan bersifat preventif dan 

represif terkait dengan peraturan daerah / peraturan kepala daerah serta 

belum ada diatur mengenai Aparat Pengawas Internal Pemerintah  (APIP) 

yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam melakukan 

pengawasan. Sedangkan setelah era reformasi politik, pengaturan 

pengawasan dalam Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah telah lebih terfokus dan memberi ruang gerak untuk 

dilakukannya pengawasan yang lebih baik oleh pemerintah daerah. 

Penjabaran lebih lanjut dari pasal 223 Undang – Undang nomor 32 tahun 

2004 tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang 

pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. Dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang 

pemerintahan daerah telah secara spesifik lagi menyebutkan bahwa adalah 

Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah 

non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.  

 

 

 

 



 

10 
 

Gambar 2.1 

Gedung Inspektorat 

 

 

Sumber : https://inspektorat.sulutprov.go.id/ 

 

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelengaraan pemerintah 

daerah yang dimana Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung kepada Gubernur maupun Bupati dan 

Walikota. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara nomor 47 tahun 2019 

peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 4 tahun 2016 tentang 

pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana 

telah diubah dengan peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 7 tahun 

2018 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara nomor 4 

tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Sulawesi 

Utara.   

 

https://inspektorat.sulutprov.go.id/
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2.2 Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara  

Berikut adalah visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara :  

2.2.1    Visi  

Berikut ini merupakan visi dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara :  

“Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke  

Asia Pasifik” 

2.2.2    Misi  

Berikut ini merupakan misi dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara :  

1. Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara. 

2. Penguatan ekonomi yang bertumpu pada industri pertanian, perikanan, 

pariwisata dan jasa. 

3. Pembangunan infrastruktur dan perluasan koneksivitas pembangunan 

daerah yang berkelanjutan.  

4. Pemerintahan yang baik dan bersih di dukung oleh sinergitas antar 

daerah.  

2.3 Logo Inspektorat Daerah  Provinsi Sulawesi Utara  

Berikut ini merupakan logo dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi  

Utara :  

 



 

12 
 

Gambar 2.3 

Logo Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

                      

                                

 

 

Sumber : https://inspektorat.sulutprov.go.id/ 

Arti Logo Provinsi Sulawesi Utara, perisai segi lima dan 5 buah kelapa 

melambangkan Pancasila. Didalam perisai terdapat simbol biji jagung disusun 

melingkar berjumlah 23 butir, pohon kelapa berpelapah 9, akar berjumlah 6, dan 4 

tunas kelapa semua melambangkan hari jadi Provinsi Sulawesi Utara 23 

September 1964  

2.4  Struktur organisasi Inspektorat  

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 4 Tahun 2016 tentang 

pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara dan 

peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 47 tahun 2019 tentang perubahan 

kedua atas peraturan Gubernur Sulawesi Utara nomor 52 tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat 

Daerah Provinsi tipe A Provinsi Sulawesi Utara.  

 

 

https://inspektorat.sulutprov.go.id/
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Bagan 2.1 

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara 

 

Sumber : https://inspektorat.sulutprov.go.id/ 

2.5  Deskripsi Pekerjaan  

 

Pada bagian deskripsi pekerjaan ini, penulis lebih dalam mengenai jabatan 

dari setiap departemen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang ada 

pada struktur organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. 

2.5.1  Deskripsi Pekerjaan inspektorat  

a. Inspektur  

Inspektur merupakan pimpinan yang tertinggi pada kantor Inspektorat, 

Inspektur mempunyai tugas yaitu, membantu Gubernur melalui Sekretaris Daerah 

Provinsi  dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pada kantor 

https://inspektorat.sulutprov.go.id/
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Inspektorat, meningkatkan kapabilitas APIP, mengevaluasi penyelenggaraan 

kegiatan urusan administrasi kesekretariatan dan Inspektur Pembantu.  

b. Sekretariat  

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris, sekretaris mempunyai tugas 

yaitu merencanakan program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan 

penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan dan pengadministrasian 

kerjasama, mengevaluasi kegiatan pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, 

analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi 

pencapaian kinerja, mendistribusikan tugas dan membuat laporan pengelolaan 

keuangan, bagian sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris membawahi 3 

bagian diantaranya sub bagian perencanaan, evaluasi dan pengawasan, sub bagian 

umum dan keuangan dan sub bagian hukum dan kepegawaian.  

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan  

Sub Bagian  Perencanaan, Evaluasi dan Pengawasan dibawah pimpinan 

Inspektur melalui sekretaris Inspektorat, bagian perencanaan, evaluasi, dan 

pengawasan mempunyai tugas yaitu menyiapkan kebijakan pengawasan, 

menyiapkan dan mengoordinasikan program kerja pengawasan tahunan, 

menyiapkan rencana kerja inspektorat daerah, mengadministrasikan penugasan 

pengawasan, mengadministrasikan, mengevaluasi dan memonitor serta 

mengoordinasikan hasil pengawasan hukum, menyusun laporan kinerja 

inspektorat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.  
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d. Sub Bagian Umum dan Keuangan  

Sub Bagian Umum dan Keuangan dibawah pimpinan Inspektur melalui 

sekretaris Inspektorat, bagian umum dan keuangan mempunyai tugas yaitu 

melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara / diperbaiki kedalam 

kartu pemeliharaan, mengumpulkan data laporan surat perintah membayar surat 

pertanggungjawaban daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan 

anggaran, memeriksa laporan Surat Perintah Membayar untuk mengetahui 

kebenaran laporan, menyiapakan anggaran tahunan, menyiapkan rencana kegiatan 

ketatausahaan umum dan keuangan, melaksanakan kegiatan rumah tangga, 

kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor. 

e. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian  

Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian dibawah pimpinan Inspektur 

melalui Sekretaris Inspektorat, bagian hukum dan kepegawaian mempunyai tugas 

yaitu menganalisa data sumber daya manusia aparatur yang melaksanakan tugas 

dan ijin belajar sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas, mengumpulkan laporan capaian kinerja individu dan unit kerja 

sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas, 

menyusun laporan kehadiran pegawai sesuai dengan prosedur yang berlaku agar 

dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik, membuat laporan 

penilaian kinerja pegawai, mengidentifikasi, menganalisa dan mengumpulkan 

dokumen data kepegawaian terkait bidang tugas sesuai ketentuan yang berlaku.  
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f. Inspektur Pembantu Wilayah I  

Inspektur Pembantu Wilayah I dibawah pimpinan inspektur, Inspektur 

Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pada objek pengawasan wilayah I serta 

tugas lain yang diberikan oleh inspektur daerah provinsi. Inspektur Pembantu 

Wilayah I mempunyai fungsi yaitu  

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan terhadap perangkat 

daerah pemerintah provinsi dan kabupaten / kota.  

b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas dan fungsi perangkat daerah pemerintah provinsi.  

c. Koordinasi pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah,  pemerintah provinsi dan kabupaten / kota.  

d. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.  

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah 

pemerintah provinsi.  

f. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pemerintah kabupaten 

/ kota.  

g. Pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan.  

h. Pengadministrasian hasil pengawasan.  

i. Kerja sama pelaksanaan dengan aparat pengawasan internal pemerintah 

lainnya.  
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j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah Provinsi.  

g. Inspektur Pembantu Wilayah II  

Inspektur Pembantu Wilayah II dibawah pimpinan inspektur, Inspektur 

Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pada objek pengawasan wilayah II 

serta tugas lain yang diberikan oleh inspektur daerah provinsi. Inspektur 

Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi yaitu  

a.  Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan terhadap perangkat 

daerah  pemerintah provinsi dan kabupaten / kota.  

b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas dan fungsi perangkat daerah pemerintah provinsi.  

c. Koordinasi pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi kabupaten / kota.  

d. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.  

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah 

pemerintah provinsi.  

f. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pemerintah kabupaten 

/ kota.  

g. Pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut pengawasan.  

h. Pengadminitrasian hasil pengawasan.  
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i. Kerja sama pelaksanaan dengan aparat pengawasan internal pemerintah 

lainnya.  

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah provinsi.  

h. Inspektur Pembantu Wilayah III  

Inspektur Pembantu Wilayah III dibawah pimpinan inspektur, Inspektur 

Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pada objek pengawasan wilayah III 

serta tugas lain yang diberikan oleh inspektur daerah provinsi.  

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan terhadap perangkat 

daerah pemerintah provinsi dan kabupaten / kota. 

b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas dan fungsi perangkat daerah pemerintah provinsi.  

c. Koordinasi pelaksanaan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah, pemerintahan provinsi, kabupaten / kota.  

d. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.  

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah 

pemerintah provinsi.  

f. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pemerintah kabupaten 

/ kota.  

g. Pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut pengawasan.  



 

19 
 

h. Pengadministrasian hasil pengawasan.  

i. Kerja sama pelaksanaan dengan aparat pengawasan internal pemerintah 

lainnya.  

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah provinsi.  

i  Inspektur Pembantu Wilayah IV  

Inspektur pembantu wilayah IV dibawah pimpinan inspektur, Inspektur 

Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pada objek pengawasan wilayah IV 

serta tugas lain yang diberikan oleh inspektur daerah provinsi.  

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan terhadap perangkat 

daerah pemerintah provinsi dan kabupaten / kota.  

b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas dan fungsi perangkat daerah pemerintah provinsi.  

c. Koordinasi pelaksanaan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah, pemerintahan provinsi, kabupaten / kota.  

d. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.  

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah 

pemerintah provinsi.  

f. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pemerintah kabupaten 

/ kota.  
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g. Pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut pengawasan.  

h. Pengadministrasian hasil pengawasan.  

i. Kerja sama pelaksanaan dengan aparat pengawasan internal pemerintah 

lainnya.  

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah provinsi.  

j  Inspektur Pembantu Wilayah V  

Inspektur Pembantu Wilayah V dibawah pimpinan inspektur,  Inspektur 

Pembantu Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan pada objek pengawasan wilayah V 

serta tugas lain yang diberikan oleh inspektur daerah provinsi  

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan terhadap perangkat 

daerah pemerintah provinsi dan kabupaten / kota.  

b. .Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas dan  fungsi perangkat daerah pemerintah provinsi.  

c. Koordinasi pelaksanaan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah, pemerintahan provinsi, kabupaten / kota.  

d. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.  

e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah 

pemerintah provinsi.  
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f. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan 

daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah pemerintah kabupaten 

/ kota.  

g. Pemantauan dan pemuktahiran tindak lanjut pengawasan. 

h. Pengadministrasian hasil pengawasan.  

i. Kerja sama pelaksanaan dengan aparat pengawasan internal pemerintah 

lainnya.  

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh inspektur daerah provinsi.  

2.6 Lingkup Kerja  

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara melakukan 

pengawasan terhadap urusan pemerintah Daerah serta penyelenggaraan 

pemerintah di daerah. Penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah setiap 

elemen perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi 

menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Inspektorat Daerah selaku 

pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah bertugas mengawasi 

bahwa setiap elemen perangkat daerah telah melakukan tugas dan 

fungsinya dengan baik. Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh 

inspektorat daerah. Audit yang dilakukan biasanya adalah audit regular 

atau audit kinerja. Dalam audit regular, inspektorat melakukan 

pemeriksaan terhadap 5 aspek yaitu : 

1. Pengelolaan keuangan adalah perencanaan di setiap instansi SKPD  

dimana auditor melakukan pemeriksaan terhadap anggaran 

persemester bahkan pertahunnya  
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2. Sumber daya manusia merupakan individu yang produktif dan sebagai 

penggerak organisasi, dimana auditor memeriksa setiap peningkatan  

kinerja pada setiap SKPD yang ada.  

3. Sarana merupakan alat langsung untuk mencapai tujuan, misalkan 

laptop, komputer, buku dan laboratorium dimana setiap auditor 

memeriksa kelengkapan perbelanjaan anggaran yang digunakan dalam 

pembelian sarana untuk menunjang pekerjaan yang dilakukan pada 

setiap SKPD yang ada 

4. Prasarana merupakan alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan 

misalkan gedung perkantoran, gedung sekolah dan lain – lain, dimana 

auditor memeriksa setiap SKPD atau sekolah – sekolah yang 

melakukan proyek, memeriksa ketetapan waktu dalam pembuatan, 

anggaran yang digunakan, biasanya pemeriksaan pada sekolah – 

sekolah para auditor turun langsung bersama dengan dikda atau dinas 

daerah pendidikan sulut.  

5. Sistem Pengendalian Intern Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Sistem pengendalian intern satuan kerja perangkat daerah adalah 

merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi 

pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintah dan 

pelayanan publik  baik secara langsung maupun tidak langsung dimana 

para auditor melakukan pemeriksaan yang sudah penulis paparkan 

diatas diantaranya adalah pelaporan keuangan, sumber daya, sarana 

dan prasarana sehingga setelah mereka selesai melakukan pengawasan 

selanjutnya akan ditindak lanjuti.  
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Ruang lingkup pengawasan intern inspektorat daerah untuk dapat 

mencapai sasaran pengawasan intern tersebut diatas, maka ruang 

lingkup pengawasan inspektorat mencakup, peraturan Gubernur 

Provinsi Sulawesi Utara nomor 50 tahun 2018  

1. Audit pemeriksaan pengelolaan terhadap perangkat daerah 

dilingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Utara  

2. Audit pemeriksaan penyelenggaraan urusan pemerintahan perangkat 

daerah dilingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Utara  

3. Audit pemeriksaan penyelenggaraan pemerintah kabupaten / kota 

dilingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Utara  

4. Audit  pemeriksaan pengelolaan keuangan SMA / SMK dilingkungan 

pemerintah provinsi Sulawesi Utara  

5. Audit pemeriksaan dana desa dilingkungan pemerintah provinsi 

Sulawesi Utara  

6. Reviu terhadap laporan keuangan perangkat daerah, laporan keuangan 

pemerintah daerah  

7. Reviu  rencana kerja anggaran perangkat daerah  

8. Review laporan kinerja pemerintah provinsi Sulawesi Utara  

9. Reviu  rencana kerja perangkat daerah  

10. Reviu KUA / PPAS  

11. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah  

12. Evaluasi implementasi SAKIP perangkat daerah  

13. Mengordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atas 

pemeriksaan inspektorat daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan 
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Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK RI),  dan APIP  

14. Monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap 

penyelenggaraan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  

Selain itu inspektorat mempunyai peranan sebagai Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah atau (APIP), sebagai aparat pengawas 

internal, inspektorat daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat 

strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam 

manajemen dari segi pencapaian visi dan misi serta program – program 

pemerintah. Menurut Zamzami et al. (2013:20) Aparat pengawasan intern 

pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan 

pokok dan fungsi melakukan pengawasan dan terdiri dari  

1. Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) yang 

bertanggung jawab kepada presiden  

2. Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Utama (Ittama), Inspektorat yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, Kepala Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND) 

3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Gubernur  

4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten, Kota yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati,  Walikota  

Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah 

kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi 
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masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legistlatif dalam 

memperbaiki pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah pada 

waktu yang akan datang. BPK (Badan Pengawasan Keuangan). dapat 

memanfaatkan hasil pengawasan APIP terutama dari hasil reviu atas 

laporan keuangan pemerintah, mendukung manajemen pemerintah daerah 

dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian 

internal. APIP yang profesional dan independen mendorong peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat 

meningkatkan kewajaran laporan keuangan 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1  Pembahasan Umum  

Penulis melakukan Kerja Praktik MBKM selama 16 minggu di 

kantor Inspektorat Daerah  Provinsi Sulawesi Utara, kantor Inspektorat 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara beralamat di Kecamatan Wanea Kota 

Manado. Pada saat melakukan kerja praktik penulis mendengar dan 

melakukan  setiap aturan dan arahan  yang disampaikan oleh Bapak 

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan , dimulai dengan penyampaian 

jam kantor dari hari Senin sampai Kamis dimulai pada jam 07.45 sampai 

dengan 17.30 WITA  

Hari Jumat masuk kantor pada jam 07.00 sampai dengan jam 

11.30 WITA, dan juga inspektorat melakukan apel pagi dimulai pada jam 

07.45 sampai dengan 08.00 WITA, dan setiap hari Kamis setelah selesai 

apel Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara melakukan kewajiban yaitu 

ibadah sesuai dengan keyakinan agama masing – masing, selanjutnya 

bapak kasubag keuangan dan umum juga menyampaikan tata cara 

berpakaian yang rapih, yaitu kemeja putih, dan celana kain hitam dipakai 

pada hari Senin sampai dengan Rabu sedangkan hari kamis memakai 

kemeja batik dan celana kain hitam dan hari Jumat memakai pakaian 

olahraga. penulis merasa sangat nyaman dan senang ketika melakukan 

kegiatan kerja praktik pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara 

dimana bapak inspektur dan bapak sekertaris sangat ramah  kepada penulis 

begitu juga dengan bapak kepala sub bagian keuangan bersama dengan 
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bapak / ibu ASN (Aparatul Sipil Negara) serta THL (Tenaga Harian 

Lepas) sangat baik dan ramah serta memberikan bimbingan sehingga 

penulis sangat senang melakukan pekerjaan yang ada pada bagian 

keuangan dan umum.   

Sistem yang digunakan dalam sub bagian umum dan keuangan 

adalah Aplikasi SIAP Aplikasi ini sangat membantu pekerjaan penulis 

selama melakukan kerja praktik,  pada Sub Bagian Umum dan Keuangan 

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. juga memiliki Aplikasi 

KASDA ONLINE, dan SIPD Aplikasi ini sangat membantu pekerjaan 

ASN pada Sub Bagian Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara.  

Penulis melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh bapak / ibu 

ASN pada Bagian Keuangan dan Umum dan tentunya penulis 

melakukannya dengan baik dan benar sesuai arahan yang diberikan, 

tentunya yang dilakukan penulis diantaranya. 

1. Menginput penatausahaan barang milik negara 

Menginput penatausahaan barang milik negara adalah dimana penulis 

membantu pejabat pengelolaan barang milik daerah untuk menginput 

setiap pembelian barang yang masuk  pada kantor inspektorat dan 

tentunya menginput memakai aplikasi SIAP (Sistem Informasi 

Administrasi Persediaan) yang sudah disediakan oleh bidang ASET, 

data yang di input misalkan alat tulis kantor atau ATK. 

2. Menginput daftar TBK (Tunjangan Beban Kerja)  per pegawai  
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menginput daftar TBK per pegawai dimana penulis membantu tugas 

bendahara dalam menginput daftar TBK pegawai pada aplikasi Excel 

dan  setelah selesai di input pada aplikasi excel kemudian bendahara 

langsung membuat daftar untuk di bawa ke bank sulut untuk dicairkan 

ke rekening penerima.  

3. Menghitung dan menginput rekapitulasi pembelian Bahan Bakar 

Minyak (BBM)  Menghitung dan menginput rekapitulasi pembelian 

BBM adalah dimana penulis membantu Pejabat Pelaksana Teknis 

kegiatan atau PPTK dalam menghitung dan menginput rekapitulasi 

pembelian BBM pada Inspektur, Sekretaris dan para Inspektur 

Pembantu (IRBAN).  

4. Menghitung dan menginput rekapitulasi belanja kegiatan (Perjalanan 

Dinas) 

Menghitung dan menginput rekapitulasi belanja kegiatan (Perjalanan 

Dinas) adalah dimana penulis membantu bendahara dalam pengujian 

nilai SPJ yang di serahkan oleh PPTK dalam menghitung dan 

menginput rekapitulasi belanja kegiatan pada aplikasi Excel.  

5. Input data rencana kebutuhan barang milik daerah perubahan anggaran 

tahun 2022, Input data rencana kebutuhan BMD adalah dimana penulis 

membantu pejabat pengelolaan barang milik daerah untuk menginput 

data barang di Excel kemudian di input kembali pada aplikasi SIAP.  

6. Perubahan data pada sistem informasi persediaan aplikasi SIAP 

(perubahan data penerimaan dan permintaan barang), perubahan data 

pada sistem informasi persediaan adalah dimana penulis membantu 
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pejabat pengelolaan barang milik daerah untuk merubah data 

penerimaan barang dan permintaan barang pada aplikasi SIAP yang 

ada.  

7. Pengisian dan menghitung penatausahaan barang persediaan milik 

daerah (Bulan Juli), Pengisian penatausahaan barang persediaan milik 

daerah dimana penulis menginput memakai aplikasi SIAP yang sudah 

disediakan.  

8. Mengarsipkan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) 

dimana penulis membantu bendahara dalam mengarsipkan Dokumen – 

dokumen SPM atau Surat Perintah Membayar.  

3.2  Pembahasan Khusus 

Selama penulis melakukan kerja praktik MBKM dengan waktu 

16 (enam belas) minggu di inspektorat provinsi sulawesi utara, penulis 

mengambil Prosedur Penatausahaan Belanja Perjalanan Dinas Auditor 

Melalui Mekanisme Pembayaran Langsung pada Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara.  

Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian 

tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa 

bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau 

transaksi dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara 

seragam.  



 

30 
 

3.2.1 Pembahasan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Akuntansi, 

Prosedur Penatausahaan Belanja Perjalanan Dinas Auditor Melalui 

Mekanisme Pembayaran Langsung pada Inspektorat Daerah  

Provinsi Sulawesi Utara  

Menurut Warfield (2017:99), Sistem informasi akuntansi  

(Accounting Information System) mengumpulkan dan memproses data 

transaksi dan kemudian menyebarluaskan informasi keuangan kepada 

pihak yang berkepentingan. Sistem informasi akuntansi bervariasi antara 

satu bisnis dan bisnis lain. Berbagai faktor membentuk sistem ini, sifat 

bisnis dan transaksi di mana ia terlibat, ukuran perusahaan, volume data 

yang akan ditangani, dan informasi yang menuntut manajemen dan pihak 

lain dibutuhkan.  

Menurut Romney dan Steinbart (2018:10) sistem informasi 

akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, 

menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para 

pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi data, 

perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta 

langkah langkah keamanan.  

Penulis melakukan kerja praktik MBKM selama 16 (enam belas) 

minggu di Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara, dengan demikian penulis 

ingin lebih mengetahui lebih dalam mengenai prosedur yang diambil. 

Penulis  mengambil judul laporan kerja praktik adalah Prosedur 

Penatausahaan Belanja Perjalanan Dinas Auditor Melalui Mekanisme 

Pembayaran Langsung  pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.  
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Bagian bagian yang terkait dalam proses Penatausahaan Belanja 

Perjalanan Dinas auditor Melalui Mekanisme Pembayaran Langsung pada 

Inspektorat Daerah  Provinsi Sulawesi Utara adalah  

1. Inspektur   

Inspektur akan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada 

inspektur pembantu wilayah (IRBAN) dan auditor dalam melakukan 

pengawasan objek pemeriksaan (OBRIK). 

2. Inspektur Pembantu Wilayah  

Inspektur pembantu wilayah akan melakukan tugas dan fungsi yang 

diberikanoleh inspektur sesuai dengan wilayah kerja.  

3. Sekretaris  

Sekretaris selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan)  melakukan 

pelaksanaan administrasi keuangan serta memeriksa anggaran yang 

akan dikeluarkan.  

4. Bagian Keuangan dan Umum  

Bagian Keuangan dan Umum akan melakukan proses pencairan 

keuangan sesuai dengan sistem dan prosedur yang ada.  

5. Auditor 

Auditor akan melakukan pengawasan pemeriksaan dan akan 

dibayarkan sesuai dengan tugas pengawasan yang dilaksanakan.  

6. BAKD (Badan Keuangan Aset Daerah)  

BKAD (Badan Keuangan Aset Daerah) dimana BKAD merupakan 

badan keuangan yang mengurus segala keuangan pada SKPD yang ada 

pada pemerintah Provinsi Sulawesi Utara  
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Dokumen yang akan diperlukan dalam melakukan poses 

penatausahaan belanja perjalanan dinas auditor diantaranya adalah 

dokumen 

1. Surat Perintah Tugas  (SPT)  

Surat Perintah Tugas (SPT) adalah naskah dinas dari pimpinan untuk 

staf Aparatur sipil negara (ASN) yang berisi perintah untuk 

menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

2. Rekapitulasi Perjalanan Dinas  

Rekap Perjalanan Dinas adalah surat atau dokumen yang memuat 

nama – nama pelaku perjalanan dinas dan perhitungan biaya yang akan 

diterima perwilayah dan perorangan kegiatan.  

3. Kwitansi Pembayaran Perjalanan Dinas  

Kwitansi Pembayaran adalah bukti pembayaran yang sah yang berisi 

perikatan antara penerima dan membayar.  

4. Bukti Pengeluaran Real  

Bukti Pengeluaran Real adalah komponen – komponen belanja yang 

telah dikeluarkan secara real.  

5. Surat Tanggung Jawab Mutlak Perjalanan Dinas  

Surat Tanggung Jawab Mutlak Perjalanan Dinas adalah surat yang 

berisi tentang pernyataan bertanggung jawab atas, kebenaran dan 

keabsahan perjalanan dinas yang dilaksanakan.  

6. Laporan Perjalanan Dinas  

Laporan Perjalanan Dinas adalah berisi laporan pengawasan selama 

melakukan tugas perjalanan dinas.  



 

33 
 

7. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah bukti foto yang dilakukan oleh auditor yang 

melakukan pengawasan sebagai tanda bukti dalam melakukan tugas 

perjalanan dinas.  

Dalam melakukan proses pencairan anggaran belanja perjalanan dinas 

auditor dimana sub bagian umum memakai Aplikasi SIPD, SIPD sendiri dibentuk 

pada tahun 2019 dalam peraturan menteri dalam negeri, aplikasi ini gunakan 

supaya setiap ASN dapat melakukan pengolahan data, monitoring, dan evaluasi 

dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.   

Setelah uraian diatas berikut ini adalah Prosedur Penatausahaan Belanja 

Perjalanan Dinas Auditor Melalui Mekanisme Pembayaran Langsung pada 

Inspektorat Daerah  Provinsi Sulawesi Utara.  

1. Dimulai dari Auditor menerima perintah dari Inspektur Pembantu 

(IRBAN), untuk melakukan tugas dan pengawasan, kemudian auditor 

membuat surat tugas (SPT) untuk diberikan ke inspektur untuk ditanda 

– tangani  

2. Setelah Inspektur menerima SPT dari Auditor Kemudian inspektur 

memeriksa SPT tersebut jika terjadi kekeliruan maka SPT tersebut 

akan dikembalikan ke Auditor untuk diperbaiki tetapi jika SPT 

tersebut dibuat secara benar inspektur langsung  menandatangani SPT 

tersebut, kemudian dikembalikan ke Auditor, lalu auditor melakukan 

pengawasan.  
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3. Selanjutnya Auditor membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), 

kemudian Auditor mengarsip tetap SPT berdasarkan tanggal  

4. Setelah itu Auditor memberikan SPJ ke sub Bagian Umum dan 

Keuangan.  

5. Sub Bagian Umum dan Keuangan menerima SPJ, kemudian PPTK 

Wilayah akan memeriksa SPJ tersebut jika SPJ terdapat kekeliruan 

maka SPJ akan dikembalikan ke auditor untuk diperbaiki, tetapi jika 

SPJ tersebut benar maka PPTK akan menyerahkan SPJ ke bendahara 

dan bendahara akan membuat SPP, sementara SPP dibuat oleh 

bendahara, bendahara mengarsip sementara SPJ, Setelah bendahara 

selesai membuat SPP, SPP selanjutnya akan diteliti oleh verifikator  

apakah SPP yang dibuat sudah benar tetapi jika SPP terdapat 

kekeliruan maka verifikator akan mengembalikan ke bendahara untuk 

diperbaiki  dan jika SPP tersebut dinyatakan benar maka akan 

langsung dibuat SPM. Sementara SPM dibuat bendahara mengarsip 

sementara SPP dan SPJ.  

6. Selanjutnya Sekretaris  menerima SPJ, SPP, SPM untuk diperiksa jika 

terjadi kesalahan maka dokumen – dokumen tersebut akan 

dikembalikan lagi ke Sub Bagian Umum dan Keuangan, tapi jika 

dokumen tersebut benar maka sekertaris langsung memverifikasi 

SPJ,SPP,SPM.  

7. Kemudian Inspektur menerima dokumen SPJ,SPP,SPM dan langsung 

menandatangi SPJ,SPP,SPM setelah itu SPJ,SPP,SPM tersebut 

diberikan ke sub bagian umum dan keuangan.  
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8. Selanjutnya sub bagian umum dan keuangan menerima kembali 

dokumen SPJ, SPP, dan SPM setelah melewati Inspektur dan 

sekretaris Inspektorat.  

9. Kemudian Sub Bagian Umum dan Keuangan melakukan fotocopy 

dokumen SPJ, SPP dan SPM, setelah selesai di perbanyak  kemudian 

berkas SPJ, SPP, SPM akan mengarsip tetap dokumen tersebut.  

10. Selanjutnya sub bagian umum dan keuangan mengirimkan 

SPJ,SPP,SPM tersebut diberikan ke kantor BKAD (Badan Keuangan 

Aset Daerah) kemudian menerima uang perjalanan dinas dari kantor 

BKAD.  

11. Setelah Sub Bagian Umum dan Keuangan menerima uang perjalanan 

dinas dari kantor BKAD, sub itu mengirimkan uang perjalanan dinas 

ke auditor beserta dengan bukti transfer yang ada.  

12. Auditor menerima uang perjalanan dinas yang dikirimkan oleh Sub 

Bagian Umum dan Keuangan.  

13. Proses selesai.  
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3.1 Bagan Alir   

Prosedur Penatausahaan Belanja perjalanan Dinas Auditor Melalui Mekanisme Pembayaran Langsung Pada 

Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara 
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3.2.2  Pengertian simbol – simbol Flowchart  

 

Dari beberapa buku yang penulis jadikan referensi mulai dari simbol, 

nama simbol dan penjelasannya semuanya berasal dari sumber – sumber yang 

berbeda antara lain : Mulyadi (2016:47) 

Tabel 3.1 

Keterangan Simbol Flowchart 

SIMBOL NAMA PENJELASAN 

 TERMINAL Memulai sebuah kegiatan 

dan saat kegiatan telah 

selesai  

 PROSES KOMPUTER Memproses kegiatan yang 

dilakukan menggunakan 

komputer  

 KEYING  

(TYPING VERIFYING)  

Menginput harga barang 

dan nama barang secara 

online melalui komputer  

 PROSES MANUAL Menunjukkan kegiatan 

manual  

  

ALIRAN DOKUMEN 

ATAU PROSES  

Menunjukkan arah aliran 

sebuah dokumen atau 

proses yang berada 

kenormalannya ke bawah 

atau pun ke kanan  
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PENGHUBUNG 

DALAM HALAMAN 

Walaupun memiliki 

hubungan aliran proses 

yang terpisah namun 

masih terdapat dalam satu 

halaman dengan 

menyantumkan nomor di 

dalam simbol  

 DOKUMEN Sebuah dokumen atau 

laporan  

  

BEBERAPA RANGKAP 

DOKUMEN 

Sebuah dokumen atau 

laporan yang dibuat 

beberapa rangkap  

  

ARSIP PERMANEN 

Simbol ini digunakan 

untuk mengarsip dokumen 

secara permanen dalamnya 

terdapat huruf untuk 

menjelaskan A = urutan 

abjad, T = Tanggal, N = 

Nomor  

 ARSIP SEMENTARA Akan digunakan bila 

mengarsip sementara 

dokumen tersebut lambang 

A diartikan sebagai urutan 

abjad  

 

 

 

 

A 

A 
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3.2.3 Pembahasan Implementasi empat mata kuliah semester tujuh yang 

terdiri dari  

A. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN   

Unsur Sistem Pengendalian Internal Perusahaan  

 Menurut Mulyadi (2017 : 130), 4 Unsur Sistem Pengendalian Internal  

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang 

secara tegas, dimana pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

setiap ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah mempunyai struktur organisasi 

serta tugas dan weweang pekerjaan masing – masing,  pada Inspektorat 

terbagi 2 tanggung jawab dan wewenang yaitu struktural dan fungsional, 

jabatan struktural terdiri dari Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, 

Kepala sub bagian, serta para ASN yang melakukan pekerjaan pada 

bagian subnya masing – masing, sedangkan jabatan fungsional terdiri dari 

para auditor yang menjalankan tugas sebagai pengawas.  

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dimana pada Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara, untuk sistem prosedur pencatatan sudah baik 

dikarenakan  pada sub bagian umum dan keuangan setiap ASN melakukan 

pembuatan daftar gaji, TBK yang tepat waktu, menyusun anggaran untuk 

setiap tahunnya dengan baik, dan membuat laporan keuangan secara benar 

dalam setiap semester bahkan pertahunnya.  

3. Praktik yang sehat, dimana pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara setiap ASN yang akan menjalankan setiap tugas dan fungsinya 

mereka harus mempunyai pola pikir yang sehat sehingga pekerjaan yang 
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akan dilakukan akan terlaksana dengan baik, pada sub bagian keuangan 

para ASN melakukan pekerjaan mereka menggunakan aplikasi SIAP dan 

KASDA ONLINE serta SIPD dimana aplikasi SIAP diperuntukkan 

sebagai penginputan barang yang akan diterima oleh inspektorat, 

menghapus barang yang sudah tidak layak pakai, sedangkan KASDA 

ONLINE fungsinya adalah mentrasfer uang perjalanan dinas, gaji tenaga 

harian lepas (THL). Serta SIPD membantu dalam melaksanakan proses 

pencairan perjalanan dinas.  

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya, dimana pada 

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, setiap ASN sudah 

ditempatkan pada posisi sesuai dengan gelar yang mereka miliki pada 

setiap Sub bagian yang ada pada Inspektorat, begitu pula dengan setiap 

wilayah harus di isi oleh setiap ASN yang sudah menjadi auditor dimana 

mereka melewati banyak tes dalam menjadi auditor diantaranya ujian 

kompetensi serta proses wawancara yang ada.  

B. STRATEGI MANAJEMEN    

Keunggulan bersaing dan strategi manajemen 

Menurut Krisnandi (2019:109), perencanaan strategik atau 

mmanajemen strategik adalah serangkaian proses penetapan tujuan organisasi, 

strategi, kebijakan dan berbagai program untuk mencapai tujuan yang 

dimaksud, serta penentuan metode yang menjamin pengimplementasian 

strategi dan kebijakan dengan baik, dimana Inspektorat Daerah Provinsi 
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Sulawesi Utara memiliki keunggulan tersendiri dari SKPD yang ada, karena 

inspektorat sendiri merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 

sebagai APIP pada pemerintah harus menjunjung nilai – nilai integritas, 

mendorong efektivitas instansi pemerintah yang ada melalui laporan 

keuangan, sumber daya yang ada, serta harus mendapatkan kepercayaan dari 

masyarakat.  

C. KEPEMIMPINAN   

Sikap dan Perilaku Pimpinan  

Menurut Taryaman (2016:17) Kepemimpinan adalah suatu ilmu dan 

seni untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok individu untuk saling 

bekerja sama, tidak saling menjatuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dimana inspektur 

selaku pemimpin selalu memberikan arahan, bimbingan  yang baik kepada 

setiap ASN dan THL dalam bekerja sama yang baik dikarenakan inspektorat 

adalah seorang APIP, menjadi seorang APIP harus bisa bekerja sama antara 

ASN satu dengan yang lain tidak ada saling menjatuhkan  

D. KOMUNIKASI BISNIS   

Kemampuan Komunikasi yang Beretika dan Kemampuan Public Speaking  

Pimpinan dan Karyawan  

  Menurut Effendy (2015:15) komunikasi adalah proses penyampaian 

suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk 

mengubah sikap dan perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak 

langsung melalui media. Kemampuan komunikasi yang beretika dan 
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kemampuan public speaking pimpinan dan karyawan, dimana inspektorat 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam berkomunikasi dengan pimpinan 

harus mempunyai etika yang baik dalam bertutur kata serta setiap ASN harus 

juga berkomunikasi yang baik antar pegawai yang ada sehingga dapat 

tercipta suasana yang baik.  

3.3 Analisa  

Analisa terdapat 2 bagian yaitu analisa umum dan analisa khusus, 

analisa umum menjelaskan mengenai Mengevaluasi pembahasan umum mulai 

dari kegiatan harian mahasiswa di tempat kerja praktik yang sesuai dengan 

bidang keilmuan Program Studi Akuntansi, lingkungan perusahaan, suasana 

kerja di tempat kerja praktik, aturan pekerjaan kerja praktik, dan penjelasan 

pekerjaan yang dilaksanakan selama proses kerja praktik. Sedangkan analisa 

khusus menjelaskan mengenai prosedur yang diangkat dari tempat kerja 

praktik  

3.3.1  Analisa Umum  

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, menjadi tempat kerja 

praktik MBKM bagi penulis, penulis melakukan kerja praktik MBKM mulai 

dari tanggal 01 Agustus sampai dengan 18 November 2022 dalam kurun 

waktu 4 (empat) bulan. Kegiatan kerja praktik berjalan dengan baik dan 

memiliki dampak positif bagi penulis maupun Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara. Dengan dilaksanakan, kerja praktik bagi kami para 

mahasiswa khususnya penulis sehingga dapat menambah pengetahuan dalam 
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dunia pekerjaan dan juga penulis bisa menerapkan pengetahuan yang didapat 

selama proses perkuliahan. Penulis merasa senang bisa melakukan kerja 

praktik pada lingkup instansi pemerintah yang ada khususnya Inspektorat 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara, selama melakukan kegiatan kerja praktik 

penulis di tempatkan pada Bagian Umum dan Keuangan.  

Pada Bagian Umum dan Keuangan memiliki ruangan yang bersih 

dan nyaman dan juga, bapak kepala sub bagian serta bapak / ibu ASN, kakak 

– kakak THL sangat baik hati dan ramah sehingga penulis mudah bergaul 

dengan mereka. Penulis menganalisa secara umum pada kantor Inspektorat 

Daerah  Provinsi Sulawesi Utara mengenai lingkungan inspektorat yang 

sangat  bersih dan nyaman dengan adanya petugas kebersihan yang ada 

sehingga membuat kantor inspektorat rapih dan bersih begitu juga dengan 

para Bapak Inspektur, Bapak sekretaris , Bapak / Ibu IRBAN, Bapak kepala 

sub bagian serta pejabat fungsional dan bapak ibu ASN  serta THL mereka 

semua baik hati dan memiliki kepribadian dan karakter yang berbeda, di 

lingkungan inspektorat setiap  hari dimulai dari hari Senin sampai dengan 

Jumat bapak / ibu ASN melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai 

aparatur sipil negara, dimulai dengan datang tepat waktu sebelum apel pagi 

dimulai dan mengambil absen lewat aplikasi yang sudah disediakan oleh BKD 

(Badan Kepegawaian Daerah) mengikuti apel pagi dan mendengarkan arahan 

dari pimpinan dalam melakukan tugas dan fungsi sebagai ASN, dan juga 

setiap hari kamis di lingkungan inspektorat melakukan kewajiban beribadah 
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sesuai dengan agama dan kepercayaan masing – masing. Bapak / Ibu ASN 

yang berada dalam lingkungan inspektorat sudah mempunyai tugas masing – 

masing yang mereka kerjakan dimana penulis dapat mengamati dimana Bapak 

Inspektur sebagai seorang Pemimpin yang mempunyai karakter yang sangat 

baik serta  beliau sering memberikan arahan yang begitu baik kepada Bapak / 

Ibu ASN, selanjutya terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bapak / 

Ibu IRBAN serta Pejabat Fungsional tentunya setiap sudah dilakukan dengan 

baik, begitu pula dengan Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan dan 

Sub Bagian Kepegawaian dibawah pimpinan Bapak sekretaris  mereka 

melakukan sesuai dengan fungsi masing – masing yang diberikan oleh 

pimpinan, penulis sendiri ditempatkan pada Bagian Umum dan Keuangan 

dimana Bagian Umum dan Keuangan melakukan tugas dan fungsi yaitu 

membuat laporan tahunan inspektorat,  melakukan  pencairan anggaran 

perjalanan dinas, dan menyusun anggaran tahunan dimana bagian umum dan 

keuangan juga memakai aplikasi yaitu SIAP, dan KASDA ONLINE Aplikasi 

tersebut dapat membantu jalannya proses pencairan anggaran yang dilakukan 

dimana anggaran perjalanan dinas sangat penting bagi kelangsungan 

pekerjaaan dimana para Auditor atau Pejabat Fungsional yang akan 

melakukan pengawasan di SKPD serta 15 kabupaten / kota yang ada di 

Provinsi Sulawesi Utara. 

 Aplikasi SIAP kegunaannya yaitu menginput data barang masuk 

serta mengecek barang yang masih layak dipakai atau tidak.  Dalam 
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melakukan segala pekerjaan tentunya harus adanya sistem pengendalian 

intenal yang baik, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral 

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 

tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan 

terhadap peraturan perundang – undangan, jadi inspektorat melakukan segala 

pekerjaan sesuai dengan sistem pengendalian yang ada dimana berhubungan 

atau mempunyai keterikatan satu dengan yang lain.  

3.3.2 Analisa Khusus  

3.3.2.1 Analisis Sistem Informasi dan Sistem Akuntansi  

Analisa khusus yaitu analisa yang dilakukan oleh penulis mengenai 

Aplikasi yang digunakan diantaranya SIAP dan KASDA ONLINE aplikasi 

SIAP dan KASDA ONLINE memiliki peran penting karena aplikasi SIAP 

akan menginput semua data masuk barang pada Inspektorat serta aplikasi 

KASDA ONLINE untuk mentransfer uang gaji, TBK dan juga uang 

perjalanan dinas kepada setiap ASN. Serta penulis menganalisa, yaitu 

Prosedur Penatausahaan Belanja Perjalanan Dinas Auditor Melalui 

Mekanisme Pembayaran Langsung pada Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara, pengamatan penulis selama melakukan kerja praktik prosedur 

mengenai perjalanan dinas pada Inspektorat Daerah  Provinsi Sulawesi Utara 

berjalan dengan baik, tentunya dalam Pembayaran Langsung Auditor harus 
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memasukkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), yang telah dibuat oleh Auditor 

kemudian Auditor akan menyerahkan kepada Bagian Umum dan Keuangan 

untuk ditindak lanjuti oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 

Wilayah yang ada.  PPTK wilayah akan memeriksa SPJ yang dibuat oleh 

auditor apakah sudah benar, selanjutnya akan diserahkan kepada bendahara 

untuk dibuat Surat Permintaan Permbayaran (SPP) dan bendahara akan 

membuat SPM (Surat Perintah Membayar) selanjutnya PPK akan 

memverifikasi surat yang masuk dan berikutnya akan diberikan kepada 

Inspektur selaku  Pengguna Anggaran (PA) untuk menandatangani dokumen 

dokumen yang ada.  

Dalam Prosedur Penatausahaan Belanja Perjalanan Dinas Auditor 

Melalui Mekanisme Pembayaran Langsung pada Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara, pihak yang terlibat secara langsung dalam prosedur 

penatausahaan yaitu Inspektur, sekretaris, Bagian Umum dan Keuangan, 

IRBAN, Auditor dan kantor BKAD, Aplikasi yang digunakan dalam 

pencairan anggaran perjalanan dinas adalah SIPD (Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah) dimana dalam pembuatan SPM dan SPP digunakan lewat 

SIPD tersebut. Prosedur Penatausahaan Belanja Perjalanan Dinas Auditor 

Melalui Mekanisme Pembayaran Langsung sudah berjalan dengan baik, 

kendalanya hanya jaringan untuk melakukan prosedur tersebut.  
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3.3.2.2. Analisis Implementasi Empat Mata Kuliah 

1. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN  

Analisis Kelebihan dan Kekurangan Unsur Sistem Pengendalian Internal 

Kelebihan unsur pada inspektorat sendiri merupakan Aparatur Pengawas  

Internal Pemerintah pada setiap SKPD yang ada serta mempunyai struktur 

yang berbeda dengan SKPD yang lain karena inspektorat sendiri memiliki 2 

jabatan yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional dan sudah mempunyai 

tugas dan wewenang masing – masing.   

2. MANAJEMEN STRATEGI  

Analisis Kelebihan dan Kekurangan pada Keunggulan Bersaing dan Strategi 

Manajemen.  

Kelebihan karena inspektorat mempunyai cara sendiri dalam melakukan 

pengawasan, mempunyai pola pikir dalam meningkatkan kualitas 

pemeriksaan pada setiap SKPD yang ada sehingga dapat meningkatkan 

ranking terbaik pada inspektorat jenderal, menjunjung nilai – nilai integritas 

bebas anti korupsi.  

3. KEPEMIMPINAN  

Analisis Kelebihan dan Kekurangan pada Sikap Perilaku Pimpinan  

Kelebihan dari sikap seorang pemimpin, Inspektur seorang birokrasi yang 

handal sering dipercayakan oleh pemimpin dalam melaksanakan tugas 

mempunyai semangat yang tinggi, dapat mengayomi para bawahan serta 

membimbing dengan baik.  
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4. KOMUNIKASI BISNIS  

Analisis Kelebihan dan Kekurangan Kemampuan Berkomunikasi  

Kelebihan dalam berkomunikasi pemimpin selalu memberikan arahan secara 

jelas dan mudah dipahami oleh ASN serta THL dengan baik. Sehingga ASN 

dan THL dapat menjalankan perintah pimpinan dengan baik. Juga 

berkomunikasi yang baik dapat membangun relasi setiap ASN dan THL 

sehingga tercipta suasana yang baik.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4. 1  Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan serta analisa yang sudah penulis paparkan diatas 

maka kesimpulannya sebagai berikut. 

1.  Manfaat Kerja Praktik bagi penulis pada Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara, penulis dapat mengetahui pekerjaan yang dilakukan ASN 

dan THL pada Inspektorat Daerah dan penulis dapat menerapkan ilmu 

pengetahuan yang di dapat selama proses perkuliahan yang ada pada 

kantor Inspektorat Daerah  

2.  Dalam menjalankan pekerjaan pada Sub Bagian Umum dan Keuangan 

memakai sistem KASDA ONLINE dan  Aplikasi  SIAP serta mengunakan 

Aplikasi SIPD, Penggunaan Wifi pada Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara sudah baik dikarenakan setiap pekerjaan harus 

menggunakan sistem yang ada.  

3. Prosedur Penatausahaan Belanja Perjalanan Dinas Auditor Melalui 

Mekanisme Pembayaran Langsung Pada Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan sistem yang 

ada, tetapi masih ada kendala terkait dengan jaringan karena melakukan 

prosedur tersebut harus memakai Aplikasi Sitem Informasi Pemerintah 

Daerah (SIPD).  
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4. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi sudah sesuai dengan struktur organisasi yang ada yang telah 

ditetapkan dalam peraturan Gubernur sehingga setiap Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang bekerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara sudah melaksanakan tugas mereka masing – masing dengan baik, 

sesuai dengan jabatan dan bidang masing – masing, prosedur pencatatan 

pada inspektorat sudah berjalan dengan baik, setiap ASN juga mempunyai 

pola pikir yang sehat sehingga pekerjaan yang dilakukan terlaksana 

dengan baik, di Inspektorat juga setiap ASN sudah ditempatkan pada 

posisi yang sesuai.  

5. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki keunggulan tersediri 

dan juga harus menjunjung tinggi nilai – nilai integritas pada pemerintah  

6. Inspektur selaku  pemimpin selalu memberikan arahan dan bimbingan 

kepada  setiap ASN untuk menjadi APIP yang baik.  

7. Aspek Komunikasi di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sudah  

berjalan dengan baik agar setiap ASN dapat tercipta suasana yang baik.  

4.2  Saran  

Dibawah ini merupakan saran untuk Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara. 

1. Penulis menyarankan ke depan bagi Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara, dapat menerima lagi setiap mahasiswa yang akan 

melakukan kerja praktik agar mahasiswa dapat menerapkan ilmu 
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pengetahuan yang di dapat selama proses perkuliahan dan juga dapat 

mengetahui dunia kerja yang sebenarnya.  

2. Penulis menyarankan agar untuk setiap ASN dapat mempertahankan 

kinerja dalam melakukan setiap tugas dan fungsi masing – masing 

sehingga Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat menjadi 

baik  
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